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ABSTRAK
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Oleh : Nuraini

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah
Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang
dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Banyak
sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Katun
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai APBDes sehingga
masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan
Pendapat Belanja Desa yang sebenarnya. Rumusan Masalah dari penelitian
ini yakni bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan? serta
bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa
Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam
perspektif figh siyasah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung
Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan untuk menjelaskan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way-Kanan.dalam'perspektif figh siyasah.
Adapun._metode yang digunakan dalam penelitian.ini adalah penelitian
lapangan (Field Research) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan
analisis Kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis
dan menarik kesimpulan dari proses tersebut serta melakukan wawancara
dan dokumentasi utuk .memperoleh data penelitian, Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan:“Pertama, Pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni
sebagaimana termuat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pengelolaan
APBDes di Desa Gunung Katun dilakukan dengan tahapan-tahapan
pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban
keuangan desa.. Kedua, Perspektif figh siyasah terhadap pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan
keuangan secara syari’ah dan termasuk dalam lingkup kajian figh siyasah
maliyah yang membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Karena
dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan
pengelolaan  keuangan negara Yyaitu perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa: 58)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Perlu memfokuskan pemahaman agar menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di
kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung

di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Dalam Perspektif Figh Siyasah (Studi di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way

Kanan)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai

berikut:

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
yang membantu merumuskan dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.® Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan
adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.’
Definisi pengelolaan dapat disimpulkan berdasarkan pengertian tersebut yaitu suatu kegiatan tertentu
yang dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam rangka
mencapai suatu tujuan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh  pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.’ Sedangkan
berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja, Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa.* Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa definisi Anggaran
Pendapatan dan Belanja.Desa merupakan rencana keuangan tahunan“dari pemerintah desa yang
dibahas dan disetujui oleh BPD.,

3. Perspektif adalah suatu™ cara pandang terhadap«suatu masalah  yang terjadi atau sudut pandang
tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.” Menurut Suhanadji dan Waspada TS,
perspektif adalah cara pandang atau wawasan untuk melihat dunia yang dipengaruhi beberapa sudut
pandang yaitu politik, ekonomi, budaya yang menghubungkan globalisasi.® Jadi, perspektif adalah
suatu pandangan terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan segala hal
baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Kaitan dengan penelitian ini, maka akan dilakukan
kajian berdasarkan sudut pandang hukum Islam khususnya figh siyasah tentang pengelolaan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

4. Figh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan
pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu
sendiri.” Selain itu, figh siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya,
berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau
sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya
dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

1Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1109.
2Mary Parker Follet, Manajemen (Jakarta: Indeks, 2005), 6.

3pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2011), 1062.
®Suhanadiji dan Waspada TS, Administrasi Pemerintahan Desa (Yogyakarta: Graha llmu, 2004), 6.
"Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pranamedia, 2014), h. 4.



bernegara yang dijalaninya.® Jadi, dapat disimpulkan bahwa figh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan
berdasarkan pada hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kepentingan
kehidupan manusia demi mewujudkan maslahat dan menghindari mudharat.
Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini yaitu
sebagai upaya mengkaji bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di
Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dari pandangan figh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan
Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara
berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara
dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri di mana :

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi
manfaat bagi warga masyarakat setempat.

2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset
lokal sebagai sumber penghidupan dankehidupan bagi warga masyarakat.

3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain sebagainya.*

Sebagai  cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan
sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah
yang memadai, dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan
pemerintah pusat yang telah“menggulirkan, dana desa.sebagai stimulus pembangunan desa secara adil
dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana
pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa
lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa.™*

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi, maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah
desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melihat pada apa yang diamanatkan melalui
dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya,
dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan
semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan maka dari itu, pemerintah desa harus
kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni di antaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.

8Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2008), 11.

*Azwardi, Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan,”. Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 no.1 (2014): 3, https://repository. unsri. ac.id/21091/2/JURNAL_3-Azwardi_%26_Sukanto.

0Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Bandung: Fokus Media, 2015), h. 54.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011), 15.



3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa
pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan
program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan
kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan
murni swasembada dari pemerintah desa dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini
mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya
kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan
baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah
desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang
tepat.”® Banyak sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat mengenai APBDes sehingga masyarakat
tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan Pendapat Belanja Desa yang sebenarnya.
karena APBDes tersebut harus transparan kepada semua masyarakat.

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah
sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam
permasalahan hidup. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau
menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam
berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam
melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua
ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan
transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam
pandangan hukumtislam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus
semua pahala ibadah kepada tuhan.™

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat
dari perbuatan Korupsi...Dengan  adanya transparansi ~hendaknya.-para pemegang kekuasaan
mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai
berikut:
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“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal

Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang

yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”.
(Q.S An-Nahl [14]: 101).

Ayat ini menguraikan bahwa Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari
siapapun apa yang diturunkan-Nya, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan
menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Sebagai pelaksana amanat dari
pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga
masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang

Chandra Kusuma Putra, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Malang:
Jurnal Administrasi Publik, 2014), 2.

Nurdin, “Program Pembangunan Desa”, Wawancara, 20 April 2020.

Y“Nurhayati, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah, Vol. 1 no. 1, (2019): 76,
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/view/ 10941.
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kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.'® Sebagaimana dalam alqur’an telah
dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil
Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 59).

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang
berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya,
yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun
perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya yang sahih, dan
perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama
mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang- orang mukmin, dan selama perintahnya tidak
bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya."

Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak
menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur’an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah
yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai, dan jiwa tuntunan Rasulullah saw. yang kamu
temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah
dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang
selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, 1a juga-ebih baik akhiratnya, baik untuk
kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.*’

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan
pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam perspektif figh siyasah (Studi di Desa
Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan) yang fokus pembahasan utamanya mengenai
pengelolaan APBDes di Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Kab. Way Kanan yang kemudian akan dikaji
berdasarkan pandangan figh siyasah. Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu mengadakan wawancara
dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif figh siyasah?

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 482-486.
16y
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bid.



E. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran  dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Gunung Katun
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam pandangan figh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu
pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah,
maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnhya untuk yang
berkaitan dalam hukum Islam.

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa literatur
kepustakaan berupa skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida pada tahun 2011 dengan judul “Akuntabilitas
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”.
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di
pemerintahan-Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD).
Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar
akuntabel."Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber dayasecara konsisten dengan
peraturan perundang-undangan-yang berlaku. Harus menunjukkan_tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang
diperoleh, dan harus jujur;"objektif, transparan, dan.inovatif sebagai katalisator perubahan manajmen
instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas. Pengelolaan ADD yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Penelitian yang dilakukan Irma pada tahun 2015 yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Pada penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan
penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan
Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012. Akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi
dana desa di kecamatan Dolo selatan telah dilakukan dikelola secara akuntabel dan transparan.
Padahal, penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi
belum telah sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan.Utama Kendalanya adalah pejabat pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia
belum dioptimalkan Dengan demikian, asisten dari pejabat pemerintah daerah diharuskan untuk terus
berjalan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kamilurahman pada 2017 dengan judul “Penerapan Asas-asas
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera
Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”, Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan di bawahnya, maka pengelolaan keuangan
desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,



pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan
partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparatur desa
dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan
karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida terletak pada lokasi
penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty Fanida pada tahun 2011 dilakukan di Desa
Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Gunung
Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irma pada tahun 2015 dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis yakni terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini lokasinya di Desa Gunung
Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sedangkan penelitian Irma dilakukan di wilayah
Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamilurahman pada tahun 2017
terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian Kamilurahman berfokus pada asas-
asas pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan APBDes yang berdasarkan pada hukum Islam dan
hukum positif serta lokasi penelitiannya terletak di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan.

H. Metode Penelitian
Metode peneliatian adalah suatu cara ataus jalan yang digunakan dalam mencari, menggali,
membahas data dalam suatu penelitian untuk memproleh kembali pemecahan terhadap masalah.'®
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.*® Data diperoleh
dengan penelitian survey yang diadakan untuk memproleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan
mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari
suau kelompok ataupun suatu daerah. Kaitannya dengan penelitian ini, maka akan diperoleh fakta
berdasarkan data-data dari penelitian di lapangan yang dilakukan di Desa Gunung Katun Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan.
b. Sifat Penelitian
Penelitian termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari
masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
proses-proses, yang sedang berlangsung. %°

2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.”* Adapun sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari:

'8Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT.Rinneka Cipta, 1994), 2.

¥susiadi, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden
Intan Lampung, 2015), 12.

“Ipid.,16.

ZIgyharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakara: Rineka Cipta, 1998), 114.



a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview di Desa Gunung Katun, Kec. Baradatu Kab.
Way Kanan.
b. Sumber Data Sekunder

Data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain
yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku,
laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan
dengan penelitian.

3. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar.
Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama,
sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang APBDes di Desa
Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Maka penulis memutuskan informan
pertama atau kunci informan yang paling sesuai adalah pengelola APBDes yakni 7 orang, yaitu 5 orang
Aparatur Pemerintahan Desa yang terdiri dari, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum, Kaur
Pemerintahan, dan Kaur Pembangunan Desa, dan 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
di Desa Gunung:Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data.dilakukan-untuk memproleh informasi yang dibutukan dalam rangka mencapai
tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:
a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan
dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan.
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung
dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan
pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara
yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan
informan.?

Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan
kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Dalam proses
pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tersruktur. Wawancara
tersruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang
dikemukakan.?

Jadi, penulis sebagai pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan
rinci mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan
Baradatu Kabupaten Way Kanan, selain itu informan sebagai orang yang diwawancari bebas memberikan
jawaban dan tanggapan.

22Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 105.
%Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 119.



b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.?* Metode ini untuk menghimpun atau memproleh data,
dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait
dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memproleh data ringkasan dengan menggunakan cara-
cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada
umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah
benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.

c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan
masalah.”

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya
analisa, data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
Menganalisa data merupakan tindakan dari peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (das
sollen) dan praktik (das sein). Membangun suatu analisa berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang
berlaku selama ini.?®

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif
kualitatif yakni selain mengolah dan menyajikan data, peneliti juga melakukan analisis data kualitatifnya.
Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara data yang telah didapatkan dengan berbagai
literatur maupun data-data lain yang telah disiapkan. Setiap item dari permasalahan yang diajukan harus
terjawab dalam analisa data dengan mengkaitkan satu sama lain atau terdapat timbal balik. Selanjutnya
data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan
berdasarkan usaha penelitian yang telah dilakukan.?’

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya dalam proses pengolahan dan
penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif
dan deduktif. Metode induktif yakni metode analisis yang bertumpu pada kaidah-kaidah khusus kemudian
ditarik menjadi kaidah umum. Selain itu penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari
fakta-fakta yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.?®

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab,
secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus
dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*pid., 202.

B Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.
% Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu, 35.

Zsperjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 36.

Zy\\inardi, Metode Research (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45.



Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam perspektif figh siyasah studi di Desa Gunung Katun Kec.
Baradatu Kab. Way Kanan.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta
penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam perspektif figh siyasah studi di Desa Gunung Katun Kec.
Baradatu Kab. Way Kanan.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini
akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi
sebagai saran yang diperlukan.



A.

BAB II
LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Figh Siyasah Tentang Pengelolaan Keuangan
1. Konsep Figh Siyasah

Figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni
figh dan siyasah. Secara etimologi, figh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata
fagiha-yafqahu-fighan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami
tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, figh lebih populer
didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari
dalil-dalilnya yang rinci.?® Sedangkan Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu
pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang
tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn
Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan.*

T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan
mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian
penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan
dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama
ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya
dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.**

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan figh siyasah. Dari uraian
tentang pengertianistilah figh dan siyasah dari segi etimologis dan.terminologis dapat disimpulkan
bahwa pengertian figh siyasah atau figh syar’iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-
beluk pengatur urusan umat dan-negara.dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan
yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan hubungan antara ilmu figh dan figh siyasah dalam sistem
hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk
mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, figh siyasah dipandang
sebagai bagian dari figh atau dalam kategori figh. Bedanya terletak pada pembuatanya. Figh
ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan.*

Secara sederhana siyasah syar’iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan
masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar’iyah dengan
pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan
dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan
syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengen pendapat para ulama
mujtahid.®** Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian figh siyasah mencakup:

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah).

31.

ZMujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, Figih siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008),

*Djazuli, Figh Siyasah (Damascus: DAr al-Qalam, 2007), 45.

$Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.
%2 Ahmad Saebani, Figih Siyasah Pengantar llmu Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

*\Wahbah Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 15.
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c. Peradilan (Siyasah Sadha iyah).

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).>*

Pembagian figh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum (tasyri’iyah) oleh lembaga legislatif peradilan (gadha’iyak) oleh lembaga
yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara
warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-‘4m) atau disebut juga
dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah
maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan
perbankan.*®

Figh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.
Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna
bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas
memerlukan figh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit
mengembangkan potensi yang mereka miliki. Figh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-
hal yang bisa merugikan dirinya. Figh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang
menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat
Islam.*®

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hukum Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana
perintah Allah SWT mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 59
yang berbunyi:

£ 2 -
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’
[4]: 59).

Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin
Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang.
Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika
api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada
salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad.

*Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, Figih siyasah Doktrin dan Pemikiran, 36.
*Ibid., 41.
**Djazuli, Figh Siyasah, 8.
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Oleh karna itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad
memerintahkan kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut.
Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut.
Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah
dalam kebaikan.*’

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang
berwewenang menetapkan hukum. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata uli al-amr. Dari
segi bahasa, uli adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus dan
menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata
alamr adalah perintah dan urusan. Dengan demikian, uli al-amr adalah orang-orang yang
berwewenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam
menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.*

Terdapat salah satu hadits Nabi Muhammad yang telah menjelaskan tentang hal apa yang harus
kita ta’ati kepada pemimmpin. Kita wajib ta’at terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin,
selama tidak merintahkan kepada suatu yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam hadits riwayat
imam Bukhari:

G\l Yy a8 Apuaiiny al 138 « Lnaiay a5 a1 La ¢ 5 8 Gl L ¢ allaadl ¢ 3l 2

“Seorang muslim wajib ta’at serta mendengarkan terhadap apa yang dia sukai atau benci,
selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada
kewajiban mendegarkan dan ta’at kepadanya”. (HR. Imam Bukhari).*®

Islam memiliki beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan menurut syari’ah, yaitu:
a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar
manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang
adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi
perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya
berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah.*® Sebagaimana
firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 15:
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“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya
dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan”. (Q.S. Al-Mulk [29]: 15).

Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip
lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga
seorang pelaku pengelola keuangan tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan
juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap
sesama manusia. Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur pencurian, penipuan terselubung.**

¥ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 (Bandung: Sinar Baru al-
Gensindo, 2002), h. 45.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, , 2002), 482.

*®Masyhar dan Muhammad Suhadi, Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1 (Jakarta: Almahira, 2011), h. 256.

“Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,”
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 no. 1 (2015): 76, http://jurnal unsyiah.ac.id/JPED/ article/view/6521.

*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.
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b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan
sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan adalah salah
satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak
hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada
pertimbangan hukum alam.*?

c. Prinsip Maslahat

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang
berdimensi integral duniawai dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan
bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan
mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi
kemaslahatan yang tercakup dalam magashid (tujuan) syariah yang terdri dari konsep perlindungan
terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, Rasionalitas.
Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan pengelolaan keuangan
secara syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam magashid syariah secara
terintegrasi.*?

d. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara
amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia,
manusia melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi (falah). Konsep syariah
menempatkan keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep
keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi:

1) Pembangunan material dan spiritual.

2) Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil.
3) Risk and Return.

4) Pemanfaatan dan pelestarian sumber.daya alam.**

Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan
tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan
semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang
mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan
mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti
terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah SWT di dunia yang mempunyai tugas utama
memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.®

Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah
yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-
Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Peran utama sistem
keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk
berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan
menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi
simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi

*Darsono, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan (Jakarta: Rajawali
Pers, 2017), 33.

“Ibid., 34.

*Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 268.

*Darsono, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan, 35.
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risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada
alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan
teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.*®

Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian
dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit
fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial
ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian,
penekanan finansial merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi bagi
pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat pengurangan pengeluaran
mereka menjadi hal yang sulit.*’

B. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak
dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.*®
Money follow function adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari keuangan desa. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan pentidakuan negara atas desa melalui
asas rekognisi dan subsidiaritas yang mentidakibatkan adanya pentidakuan atas kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti
dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan
dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang
selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin
dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).*

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan
APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari
APBDes, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai
dari APBN.>® Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan. APBDes adalah instrusmen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata
pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur
melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa
bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari
pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih
leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

ijamir Igbal, Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2008), 159.
Ibid., 186.
*pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
“Fitria Musih dan Firmansyah, Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa (Jakarta:
Patitro Jeka, 2015), 78.
*bid., 131.
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2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran dana desa dalam kurun waktu satu tahun.** Berdasarkan Pasal 1
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang
dimaksud dengan Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.>

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni,
keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau
keahlian untuk menggerakan orang melakukan suatu pekerjaan. >

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya
mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan
tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk
di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan
mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat
pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin
tercapainya standar pelayanan publik minimum.>*

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Kepala desa
sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu,
kepala desa mempunyai kewenangan tersendiri. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
Menetapkan PTPKD.
Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Melakukan tindakan yang mentidakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.>
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris
desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab
kepada kepala desa. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa.

® o0 o

Maringka Frisky, “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pelaksanaan

Pembangunan Di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal Eksekutif, VVol. 2 no. 1 ( 2013): 3,
https://adoc.pub/oleh-frisky-maringka.html.

%2pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
*Muhammad Arif, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa (Pekanbaru: ReD Post

Press, 2007), 32.

®*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.*

Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa untuk memperhatikan asas
pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran.

a. Asas Transparan

Asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa
dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan
secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh
masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada
masyarakat. Dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat
kepada pemerintah desa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
mengamatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi
publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi
publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib
membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.”’

Selain kewajiban tersebut, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap Badan
Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait
dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi
mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat
enam bulan sekali. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, cara-cara tersebut
ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik
terkait.”®
b. Asas Akuntabel

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Government berkaitan dengan
pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang
dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari
aspek transparansi, Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan keuangan.

®pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

®"pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8K ementrian Dalam Negeri, “Artikel dan Profil Tentang PPID,” Kemendagri.go.id, 2016, http://ppid.kemendagri.go.
id/articles/profil/tentang_ppid.
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Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang
untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik
negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.®®

Pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip good government dimaksudkan
untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui
rumusan kesejahteraan rakyat Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman
sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan
diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah
kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan
dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan
umum.

Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa
kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia.®
c. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif merupakan salah satu metode yang efektif untuk menstimulan keterlibatan
masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di
masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama. Asas partisipatif artinya bahwa setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
dalam pengelolaan APBDes, baik secara langsung maupun tidak langsung.®

Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat
dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran
pemerintah pusat sampai ke desa, sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilai-nilai luhur
dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dari tumbuhnya rasa kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga lain serta sebaliknya, diharapkan dapat
meningkatnya peran masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes, meningkatkan kualitas
dan kuantitas masukan, berupa kritik dan saran yang konstruktif guna untuk terwujudnya tata kelola
yang baik (Good Government).®
d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh
anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan percatatan atas penggunaannya
yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib
dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

®Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

®!Nia, “Asas Partisipatif Metode Efektif,” Wartadetail.com, 2016, http://www.p2kp. org/wartadetil.
asp?mid=1623&catid.

*Ibid.
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tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan
meningkatkan profesionalitas pengelolaanya.®®

3.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa terdiri dari:

a.

® o0 T

g.

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli desa.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Lain-lain pendapatan desa yang sah, hasil usaha desa.®*

Belanja Desa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari:

a.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

b) Operasional pemerintahan desa.
¢) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan belanja desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok

atau sebutan lain.

Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan

perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan

peraturan bupati/walikota.®

63|
Ibid.
%4pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
®pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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